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ABSTRAK 

 Putusan Hakim terhadap perkara cerai gugat khususnya di Pengadilan 

Agama Wonosari mempunyai dua bentuk amar putusan yaitu “jatuh Talak Bain 

Sughra serta jatuh talak satu khul‟i”. Berangkat dari permasalahan inilah penulis 

terdorong untuk melakukan penelitian terhadap putusan hakim pada perkara cerai 

gugat dengan berkonsentrasi pada dua rumusan masalah yaitu : bagaimanakah 

konsep cerai gugat di Indonesia dan komparasinya dengan konsep cerai gugat 

dalam fiqh klasik? serta apa pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam 

memutuskan perkara cerai gugat ?. Permasalahan ini akan dikaji melalui 

pendekatan normatif-yuridis dengan memakai teori Living law dan Legal 

Instrumentalism (law as a tool of social engineering) yang dilengkapi dengan data 

dari lapangan berupa hasil wawancara serta putusan hakim di Pengadilan Agama 

Wonosari.   

 Temuan yang di dapat dari penelitian ini adalah: Pertama, Pertimbangan 

dan dasar hukum hakim yang digunakan ketika menjatuhkan talak bain sughra 

ketika perselisihan dan pertengkaran adalah UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 

Tahun 1975 pasal 19 huruf f, Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f dan kitab 

fiqh klasik, sedangkan jika suami meninggalkan selama 2 tahun maka pasal yang 

digunakan pasal 19 huruf b. Sedangkan ketika menjatuhkan talak satu khul‟i 

menggunakan UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989 pasal 89, PP No. 9 

Tahun 1975 pasal 19 huruf b, Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf b dan g, 

dan dalil-dalil di dalam kitab fiqh. Disebabkan adanya pelanggaran taklik talak 

dari suami kepada. Pada akad nikah suami mengucapkan sighat talak, jika 

dilanggar maka jatuh Talak Satu Khul‟i. Kedua, konsep cerai gugat di Indonesia 

Berdasarkan penjelasan pada pasal 132 ayat (1) KHI, di Indonesia dapat terjadi 

perceraian tanpa tebusan atas kehendak pihak , yang selanjutnya disebut dengan 

"cerai gugat", serta penggunaan saksi berbeda dalam kasus cerai gugat sesuai 

dengan alasan yang diajukan. Dalam konsep cerai gugat (khuluk) dalam fiqh 

klasik, cara seperti ini tidak dikenal. Jika perceraian itu atas kehendak   semata, 

maka yang terjadi adalah khuluk, yaitu suami menjatuhkan talak satu kepada nya 

dengan menerima tebusan (iwadh). begitu juga terhadap saksi yang digunakan, 

dalam fiqh klasik tidak dibedakan penggunaannya.  

 Dengan berbagai macam karakteristik cerai gugat yang ada di Indonesia 

dapat menjadikan gambaran bahwasanya di Indonesia dalam membuat hukum 

khususnya terhadap cerai gugat lebih melihat kemaslahatan dan keadilan bagi 

kaum wanita gender equality.  

Kata kunci: Putusan Pengadilan Agama, Cerai Gugat, Wonosari 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ة

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ز

 ش

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

Alîf 

Bâ‟ 

Tâ‟ 

Sâ‟ 

Jîm 

Hâ‟ 

Khâ‟ 

Dâl 

Zâl 

Râ‟ 

zai 

sin 

syin 

sâd 

dâd 

tâ‟ 

zâ‟ 

„ain 

tidak dilambangkan 

b 

t 

ś 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

„ 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 
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 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 و

ٌ 

 و

 هـ

 ء

 ي

gain 

fâ‟ 

qâf 

kâf 

lâm 

mîm 

nûn 

wâwû 

hâ‟ 

hamzah 

yâ‟ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

‟ 

Y 

ge 

ef 

qi 

ka 

`el 

`em 

`en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 يتعّددة

 عدّة

Ditulis 

Ditulis 

Muta„addidah 

„iddah 

 

C. Ta’ marbut  ah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h 

 حكًة

 عهة

Ditulis 

Ditulis 

H ikmah 

„illah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan 

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ‟Ditulis Karâmah al-auliyâ كسايةالأونيبء

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis 

t atau h. 
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 Ditulis Zakâh al-fiţri شكبةانفطس

 

D. Vokal pendek  

__  َ _ 

 فعم

__  َ _ 

 ذكس

__  َ _ 

 يرهت

fathah 

 

 

kasrah 

 

 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

fa‟ala 

i 

żukira 

u 

yażhabu 

 

E. Vokal panjang 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

fath  ah + alif 

 جبههية

fath  ah + ya‟ mati 

 تنسى

kasrah + ya‟ mati 

 كـسيى

dammah + wawu mati 

 فسوض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

â 

jâhiliyyah 

â 

tansâ 

î 

karîm 

û 

furûd   

 

F. Vokal rangkap  

1 

 

2 

fathah + ya‟ mati 

 ثينكى

fathah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 
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G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 أأنتى

 أعدت

 نئنشكستى

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A‟antum 

U„iddat 

La‟in syakartum 

 

H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

 انقسآٌ

 انقيبس

ditulis 

ditulis 

Al-Qur‟ân 

Al-Qiyâs 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang 

mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 انسًآء

 انشًس

ditulis 

ditulis 

As-Samâ‟ 

Asy-Syams 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 ذويبنفسوض

 أهلانسنة

Ditulis 

Ditulis 

Żawî al-furûd   

Ahl as-Sunnah 
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MOTTO 

 

“Perlu kita ketahui ilmu itu cenderung digunakan 

untuk merusak dan saling membunuh jika tidak 

dibarengi dengan moral” 

(Dr. KH. Musta’in Syafi’ie. M.A) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah, yaitu: Cerai Gugat 

dan Cerai Talak. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 

dijelaskan bahwa perceraian yang diputuskan atas inisiatif suami disebut "cerai 

talak" sedangkan perceraian yang ditetapkan atas gugatan isteri disebut "cerai 

gugat"
1
  

Hukum Islam memberikan hak cerai kepada isteri yang sering disebut 

dengan khuluk. Istilah khuluk ini dijelaskan dalam fiqh klasik dimaknai sebagai 

perceraian atas inisiatif pihak isteri, yang diajukan oleh isteri kepada suami 

dengan beberapa alasan-alasan tertentu dengan cara menyerahkan kembali mahar 

yang pernah diterima pada waktu menikah sebagai tebusan iwadh baik sebagian 

maupun seluruhnya dan suami dapat menerimanya kembali.
2
 

Isteri memiliki kesamaan hak dengan suami untuk mengajukan tuntutan 

perceraian. Tuntutan perceraian yang diajukan dapat dinyatakan sah oleh hakim 

jika dilakuan di hadapan pengadilan. 

Pihak yang ingin melakukan perceraian harus mengajukan gugatan 

perceraian ke Pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU 

No. 1 Th. 1974 yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di 

                                                             
1
 Muhammad Syaifuddin, dkk. Hukum Perkawinan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 

16.  
2 Abdur Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh „ala Madzahib al-Arba‟ah, (Beirut: Dar al-Kutub 

al-ilmiyah, 2003 M), IV. Hlm.  342.  

1 
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depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan 

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.  

Perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, semata-mata 

ditujukan demi kepastian hukum dari perceraian itu sendiri. Seperti diketahui 

bahwa putusan yang berasal dari lembaga peradilan mempunyai kepastian hukum 

yang kuat, dan bersifat mengikat para pihak yang disebutkan dalam putusan itu. 

Dengan adanya sifat yang mengikat ini, maka para pihak yang tidak mentaati 

putusan Pengadilan dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.  

Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan 

gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama yang 

dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya 

putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3
  

Berdasarkan pengertian dari cerai gugat di atas, berarti cerai gugat itu 

sendiri bisa disamakan dan masuk kepada khulu‟. Jika seperti itu adanya maka 

khulu‟ itu sendiri adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan 

memberikan iwadh atau tebusan kepada dan atas persetujuan suami.
4
  

Di dalam bunyi amar putusan terdapat perbedaan mengenai iwadh, ada 

yang mengharuskan iwadh dan tidak. Jika dalam bunyi putusannya jatuh talak 

bain sughra maka tanpa adanya iwadh, sedangkan pada bunyi putusan jatuh talak 

satu khul‟i maka terdapat iwadh.  

Ulama fiqh juga berbeda pendapat tentang keharusan membayar iwadh. 

Menurut Hanafi, Malikiyyah dan dalam satu riwayat madzhab Hanbali 

                                                             
3 Ibid., hlm. 20.  
4 KHI Pasal 1 ayat i  
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berpendapat, khuluk terjadi dengan tanpa iwadh. Sedangkan pendapat yang rajih 

menurut madzhab Hanbali adalah sesungguhnya iwadh adalah rukun khuluk. Jika 

suami mengkhuluk isterinya dengan tanpa iwadh tidak jatuh khuluk dan tidak 

jatuh pula talak, kecuali jika khuluk diucapkan dengan lafadh talak, maka jatuhlah 

talak raj‟i.  

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, bahwa khulu' tidak sah kecuali harus 

memakai „iwadl karena khuluk itu ialah perpisahan antara suami isteri dengan 

iwadh dan dengan lafadh talak atau khuluk. Seperti ucapan seorang suami kepada 

isterinya, “aku talak kamu atau aku khuluk kamu berdasarkan ini”.
5
  

Mengenai hal ini, Malik, Syafi‟i, dan segolongan fuqaha berpendapat 

bahwa seorang isteri boleh melakukan khulu‟ dengan memberikan harta yang 

lebih banyak dari mahar yang diterimanya dari suaminya jika kedurhakaan datang 

dari pihaknya, atau memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit.
6
  

Dalam persyaratan iwadh yang telah dijelaskan di atas, memang terjadi 

perbedaan pendapat antara ulama fiqh, yang membedakannya adalah jika si isteri 

sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya yang 

disebabkan oleh ulah si suami, maka iwadh bukan menjadi suatu keabsahan dalam 

khulu‟.  

Uniknya di dalam surat putusan pengadilan khususnya pada isi dari alasan 

isteri mengajukan cerai ialah sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah 

tangga yang disebabkan oleh ulah suami, baik itu dalam putusan yang 

menjatuhkan talak satu bain sughra dan talak satu khul‟i. Jika pengadilan merujuk 

                                                             
5  Wahbah az-Zuhaili, Fiqhul Islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985 M), 

hlm. 480-481. 
6 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, (Baerut : Dar al-Fikr, t.t.), Juz 3 hal. 99  
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pada pendapat ulama di atas, maka keabsahan dari khulu‟ adalah dengan 

membayar iwadh. 

Perceraian dengan jalan khulu‟ juga merupakan tatacara khusus yang 

diatur dalam pasal 1 huruf i,8,124,131,148,155,161,dan 163 perceraian dengan 

khuluk karena pelanggaran taklik talak maka penyelesaiannya dilakukan dengan 

tata cara cerai gugat. 

Pada kenyataannya terdapat perbedaan dalam amar putusan pengadilan 

tentang cerai gugat. Adapun putusan Pengadilan Agama terkait putusnya 

perkawinan karena cerai gugat dalam amar putusannya berbunyi: “Menjatuhkan 

talak satu bain sughra tergugat (fulan bin fulan) terhadap penggugat (fulanah binti 

fulan)”
7
, serta “Menjatuhkan talak satu khul‟i dengan iwadh sebesar …….”.  

Di dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak dijelaskan mengenai talak 

satu khul‟i yang ada hanyalah talak satu bain sughra terkait perkara cerai gugat. 

Hal ini lah yang menjadikan penulis ingin menganalisis putusan tersebut. 

Disamping itu, dalam penelitian ini penulis juga ingin mengetahui dan 

menganalisis tentang perkembangan, ciri-ciri dan karakter cerai gugat yang ada di 

Indonesia. Menurut pengetahuan penulis istilah “cerai gugat” yang ada di 

Indonesia memiliki perbedaan terhadap fiqh klasik. Kompilasi Hukum Islam, 

jelasnya mempunyai alasan tersendiri mengapa cerai gugat yang ada di Indonesia 

memiliki perbedaan dengan fiqh klasik. Dalam KHI Pihak isteri (penggugat) bisa 

memilih alasan perceraian melalui cerai gugat sesuai dengan yang dialaminya. 

Alasan ini bisa dikarenakan perselingkuhan, pertengkaran, KDRT serta bisa juga 

                                                             
7 Muhammad Syaifuddin, dkk. Hukum ………, hlm.. 262  



5 

 

 

dikarenakan pelanggaran taklik talak. Nantinya proses hukum serta akibat hukum 

yang berlaku akan berbeda sesuai dengan alasan yang diajukan oleh pihak isteri 

(penggugat). 

Terkhusus, dalam kajian ini penulis ingin membahas mengenai cerai gugat 

dengan menganalisis putusan hakim yang mempunyai dua bentuk putusan dalam 

penetapannya yaitu talak bain sughra cerai gugat dan talak satu khul‟i. Sifat atau 

keadaan bagaimana yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum, sehingga 

pengadilan agama dalam amar putusannya menjatuhkan talak satu bain sughra dan 

talak satu khul‟i terkait perkara cerai gugat. Lebih lanjut, penulis ingin mengkaji 

lebih dalam lagi karakteristik cerai gugat yang ada di Indonesia. 

Tempat penelitian penulis memilih Pengadilan Agama Wonosari. Ada 

beberapa alasan mengapa penulis memilih Wonosari, salah satunya ialah perkara 

cerai gugat di Wonosari tinggi. Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Wonosari 

memutuskan perkara cerai gugat sebanyak 1.077 putusan, sedangkan tahun 2015 

sebanyak 1.010 putusan tentang cerai gugat.  Pemicunya dikarenakan faktor 

ekonomi dan keharmonisan dalam rumah tangga. Faktor-faktor tersebut menurut 

penulis disebabkan oleh belum siapnya suami dan isteri untuk menikah baik dari 

segi mental, psikologis maupun ekonomi. Ini semua ditunjukkan dengan 

banyaknya dispensasi nikah di Wonosari yang mayoritas terjadi karena hamil di 

luar nikah. Penulis juga mengkhususkan penelitian pada putusan Pengadilan 

Agama tahun 2014-2015. Terkhusus pada putusan 1). Putusan 

0750/Pdt.G/2015/PA.Wno, 2). Putusan 0962/Pdt.G/2015/PA.Wno, 3). Putusan 

0803/Pdt.G/2015/PA.Wno. 
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    Berdasarkan permasalahan di atas, penulis berkeinginan mengkaji 

permasalahan tersebut dalam tesis dengan judul “Penjatuhan Talak dalam 

Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat (Studi Putusan di 

Pengadilan Agama Wonosari)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah konsep cerai gugat di Indonesia dan komparasinya dengan 

konsep cerai gugat dalam fikih klasik ?  

2. Apa pertimbangan dan dasar hukum hakim yang dipakai dalam 

memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mencari tahu dan menjelaskan konsep cerai gugat di Indonesia serta 

mengkomparasikan konsep cerai gugat di Indonesia dengan fikih klasik. 

2. Mencari tahu serta menganalisis pertimbangan dan dasar hukum hakim 

dalam memutuskan perkara cerai gugat. 

1) Kegunaan Teoritis 

Mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap akademis 

secara teoritis, sebagai bahan pertimbangan dan kajian mengenai putusan 

hakim dalam perkara cerai gugat yang menurut penulis masih kurang 

tepat.  
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Penulis berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan wacana 

baru dan cara pandang baru yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

2)  Kegunaan Praktis 

Mampu memberikan sumbangan praktis yang bermanfaat berupa 

gagasan dan masukan bagi para akademisi, hakim serta praktisi hukum 

dalam menyusun kompilasi hukum yang lebih efektif dan tepat dalam 

rangka mewujudkan pengadilan yang lebih baik lagi. Gagasan dan 

masukan tersebut, mampu memberikan pemahaman kepada hakim, serta 

khalayak umum dan para pihak yang berperkara, bahwa peradilan agama 

dapat memberikan kepastian terhadap masyarakat pada umumnya. 

D. Kajian Pustaka 

  Dalam masalah cerai gugat, sudah banyak bahan-bahan baik yang berupa 

buku maupun hasil-hasil penelitian untuk memecahkan beberapa masalah-masalah 

terkait cerai gugat, namun belum ada yang secara khusus membahas mengenai 

jatuhnya talak bain sughra terhadap cerai gugat. Lebih-lebih dengan menggunakan 

teori living law dan legal instrumentalism. Dari hasil observasi penulis, ditemukan 

beberapa buku dan hasil penelitian diantaranya: Pertama, Silva Rizki Amalia
8
, 

dalam tesisnya “Faktor-faktor pendorong Cerai Gugat di Pengadilan Agama 

Yogyakarta Tahun 2011-2013. Dalam penelitian ini telah dibahas mengenai faktor 

dominan pendorong terjadinya cerai gugat adalah 1) Faktor nusyuz suami terhadap 

isteri dengan rincian bahwa suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi, 

melakukan KDRT, mengolok-olok serta memaki-maki isteri, dan meninggalkan 

                                                             
8 Silvia Rizki Amalia, Faktor-faktor pendorong Cerai Gugat di Pengadilan Agama 

Yogyakarta Tahun 2011-2013, Tesis tidak di terbitkan, (Yogyakarta: Perpustakaan Pascasarjana 

UIN Sunan Kalijaga, 2015)   
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isteri serta anak; 2) syiqaq, yaitu terjadinya pertengkaran, percekcokan suami 

isteri karena perselisihan. 3) nusyuz isteri terhadap suami, tidak taat pada suami 

tidak menjaga diri dengan baik ketika suami tidak dirumah. 4) hubungan 

interpersonal yang asimetris, tidak seimbang antara cost dan reward, antara hak 

dan kewajiban. Intinya pada tesis yang dikemukakan oleh silvi hanya sebatas 

faktor-faktor pendorong cerai gugat, tidak sama sekali menyinggung tentang 

putusan hakim pada cerai gugat. Kedua, Agus Salim
9
, dalam tesisnya “Kajian 

Yuridis Terhadap Praktek Gugat Cerai di Pengadilan Agama Sumbawa Besar”. 

Hasil penelitian tersebut adalah 1) banyaknya perceraian yang terjadi dikalangan 

tenaga kerja wanita (TKW), dipengaruhi oleh permasalahan sosial yang dipicu 

oleh ulah suami yang tidak tanggung jawab; 2) Hukum Islam maupun Hukum 

Nasional sangat ketat dalam memberikan jalan untuk perceraian; 3) kalangan 

tokoh agama, adat, maupun aparat pemerintah sangat khawatir terhadap 

meningkatnya kasus cerai gugat di kalangan tenaga kerja. Intinya tesis Agus salim 

ini hanya membahas praktek perceraian yang dilakukan oleh TKW tidak 

menganalisis tentang putusan hakimnya. Ketiga, Edi Damhudi
10

, dalam tesisnya 

“cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari ”. Hasil penelitian tersebut adalah : 

1)  faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya eskalasi perkara cerai gugat di 

PA Wonosari; 2) krisis sosial ekonomi menyebabkan pergeseran rata nilai  yang 

menimbulkan sikap permisif masyarakat wonosari. Implikasi paling fatal dari 

krisis ini adalah munculnya disorganisasi keluarga berupa eskalasi gugat cerai.  

                                                             
9 Agus Salim, Kajian Yuridis Terhadap Praktek Gugat Cerai di Pengadilan Agama 

Sumbawa Besar, Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan 

Kalijaga, 2008)  
10  Edi Damhudi, Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosari, Tesis tidak diterbitkan, 

(Yogyakarta : Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012).  



9 

 

 

  Keempat, Nunung Susvita, dalam tesisnya berjudul “Cerai Gugat di 

Kalangan Masyarakat Mataram (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 A 

Mataram)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif- Yuridis, penelitian 

ini bersumber dari dokumentasi serta hasil wawancara responden, telah melahirkan hasil 

penelitian tentng faktor-faktor masyarakat mataram melakukan cerai gugat yaitu sebagai 

berikut: 1) Faktor ekonomi (40%); 2) Faktor Akhlaq/ Moralitas (25%); 3) Faktor 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak (10%); 4) Faktor Pendidikan (10%), 

berdasarkan faktor-faktor di atas  maka dijadikan acuan pertimbangan hukum oleh hakim 

pengadilan Agama Mataram dalam menyelesaikan perkara tersebut. maka pada tesis 

saudari Nunung hanya sebatas faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan oleh hakim 

dalam memutuskan perkara cerai gugat. Tidak membahas tentang amar putusan pada 

cerai gugat. 

  Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini ada 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yang relevan. Kesamaan 

penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu sama-sama penelitian 

tentang cerai gugat. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian 

terdahulu, yaitu meneliti tentang alasan yang menjadi dasar hakim dalam 

memutuskan talak bain sughra dan talak satu khul‟i, dasar hukum dalam 

penetapan talak bain sughra dan talak satu khul‟i cerai gugat yang menjadi 

pertimbangan hakim serta apa perbedaan konsep cerai gugat di Indonesia dengan 

cerai gugat dalam pandangan fiqh klasik. Berikut disertai pula komparasinya 

antara cerai gugat di Indonesia dengan fikih klasik. 
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E. Kerangka Teoritik 

Penelitian ini fokus membahas tentang perceraian (cerai gugat) yang erat 

kaitannya dengan perkawinan, karena dengan adanya perkawinan akan timbul 

akibat hukum di dalam hubungan antara suami isteri.  

Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai putusan hakim dalam cerai gugat 

serta untuk menjawab dari rumusan masalah di atas, maka penulis menggunakan 

teori yang akan dijadikan bagi penulis di dalam penelitian ini.  

Teori sendiri adalah prinsip-prinsip dasar yang terwujud dalam bentuk 

rumus atas aturan yang berlaku umum. Adapun salah satu fungsi dari teori dalam 

penelitian ini adalah untuk melihat fenomena yang telah sedang diteliti dari 

perspektif atau sisi lain, yang memungkinkan lahir teori dari perspektif baru 

tersebut serta menjelaskan fenomena, kasus, kejadian dan semacamnya.
11

  

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua teori, yaitu 1) teori Living 

Law yang digunakan penulis sebagai standar acuan dalam membedah hukum cerai 

gugat khas Indonesia, 2) teori Legal Instrumentalism yaitu Law as a tool of social 

engineering, teori ini digunakan penulis untuk menganalisis membedah hukum di 

Indonesia tentang putusan hakim dalam perkara cerai gugat.  

Pertama teori living law, yang mana teori ini dicetuskan oleh Eugen 

Ehrlich. Ehrlich berpendapat bahwa dalam setiap masyarakat terdapat aturan-

aturan hukum yang hidup (living law) dari tatanan normatif
12

. Hukum yang 

dibuat, haruslah sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Intinya Ehrlich 

                                                             
11

 Riswandi, Ilmu Sosial Dasar Dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), 

hlm. 16  
12 Roger Cotterrel, Law‟s Community, Legal Theory in Sociological Perspective, 

(Clarendo Press, Oxford, 1995). hlm. 306  
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mengatakan, seharusnya seorang hakim yang berperan sebagai salah satu dari 

aparat penegak hukum, dalam membuat keputusan harus mempertimbangkan 

hukum yang hidup dalam masyarakat.
13

  

Eugen Ehrlich
14

 menganjurkan agar dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara terdapat keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaruan 

hukum perundang-undangan dengan kesadaran untuk memerhatikan kenyataan 

yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan-kenyataan tersebut dinamakan “Living 

law dan just law” yang merupakan “inner order” daripada masyarakat 

mencerminkan nilai-nilai hidup di dalamnya. Jika ingin diadakan perubahan 

hukum, maka hal yang patut harus diperhatikan di dalam membuat sebuah 

undang-undang agar undang-undang yang dibuat itu dapat berlaku secara efektif 

di dalam kehidupan masyarakat adalah memerhatikan hukum yang hidup (living 

law) dalam masyarakat tersebut. Anjuran Eugen Ehrlich di atas menjadikan pemicu 

semangat bagi sistem hukum di Indonesia, agar hukum positif yang berlaku di 

Indonesia tetap efektif dalam menghadapi perubahan dan perkembangan dinamika 

masyarakat haruslah menjadi hukum yang hidup di masyarakat dengan mengikuti, 

menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.        

 Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat tentang hukum yang meliputi mengetahui pemahaman, penghayatan, 

kepatuhan atau ketaatan kepada hukum. Dengan demikian kesadaran hukum itu 

sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri 

                                                             
13 Lihat pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman   
14 W. Friedmann, Legal Theory, Steven & Sons Limited, 3rd Edition, 1953, hlm. 211. 

Lihat juga Gerald J. Postema, Benthan and the Common Law Traditional, (Clarendos Press, 

Oxford, 1986), hlm. 403   
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manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Di 

sini penekanannya adalah nilai-nilai masyarakat, fungsi apa yang hendaknya 

dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Jadi nilai-nilai itu merupakan konsepsi 

mengenai hal yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Dengan perkataan 

lain, hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara 

keterkaitan dengan ketentraman yang dikendaki dengan melihat kepada indikator-

indikator tertentu. Indikator-indikator ini dapat dijadikan ukuran atau patokan 

dalam penyusunan atau pembentukan hukum baru yang hendak dilakukannya.  

 Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat 

kesadaran hukum yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh 

dan taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya 

tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan yang terwujud 

di dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu 

merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif. Seorang 

yang mematuhi hukum belum merasa puas terhadap hukum itu, ia akan patuh 

kepada hukum kalau hukum itu memenuhi suatu kesebandingan hukum, 

mengakibatkan terjadinya gangguan dalam system hukum. Kalau hal ini terjadi 

maka ada kecenderungan hukum baru tersebut mempunyai tujuan untuk mencapai 

kedamaian masyarakat.
15

 

 Kedua, teori Legal Instrumentalism yaitu Law as a Tool of Social 

Engineering (hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat). Teori ini 

dicetuskan oleh Roscoe Pound dengan membuat konsepsi law as a tool of social 

                                                             
15 Ibid., hlm. 230.  
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engineering. Konsepsi Roscoe Pound adalah bahwa hukum harus dipandang 

sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan social, dan tugas ilmu hukum untuk mengembangkan suatu 

kerangka yang dapat memenuhi kebutuhan social secara maksimal.
16

  

 Hukum sebagai sarana pembaharuan di dalam masyarakat didasarkan atas 

anggapan bahwa terdapatnya keteraturan atau ketertiban dalam usaha 

pembangunan atau pembaharuan merupaan suatu yang diinginkan atau bahkan 

dipandang mutlak perlu. Anggapan lain yang juga terkandung dalam Law as a 

Tool of Social Engineering, bahwa kaidah atau peraturan hukum itu bisa berfungsi 

sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah 

kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau 

pembaharuan. Dengan adanya fungsi hukum baru tersebut tidak berarti 

melepaskan fungsi utama hukum untuk menjamin adanya kepastian dan 

ketertiban.  

 Fungsi tersebut diharapkan oleh hukum di samping fungsinya yang 

tradisional, yaitu untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban. Oleh karena 

itu, perubahan melalui ketertiban merupakan tujuan masyarakat yang sedang 

membangun, maka hukum menjadi suatu sarana yang tidak dapat diabaikan dalam 

proses pembangunan.
17

 

 Pada kaitannya dengan penelitian yang diangkat oleh penulis tentang 

putusan hakim dalam perkara cerai gugat, maka semestinya putusan yang 

                                                             
16 Lili Rasyidi dan Arief Sidharta, Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya ,(Bandung: 

Remadja Karya, 1989), hlm. 91  
17 Ibid., hlm. 104  
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dijatuhkan oleh hakim dalam perkara cerai gugat bisa menjadi sarana untuk 

merubah kehidupan yang lebih baik lagi di dalam masyarakat.  

F. Metode Penelitian 

Dalam setiap penelitian ilmiah, agar supaya terealisasi, terarah serta 

rasional, maka diperlukan suatu metode sesuai dengan objek yang dikaji. Karena 

metode merupakan jalan supaya penelitian tidak mengambang serta mencapai 

hasil yang maksimal. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah penelitian berdasarkan 

penelitian dokumen (Library Research), artinya data yang dijadikan rujukan 

dalam penelitian ini berupa fakta-fakta dilapangan yang telah terdokumentasi 

dalam putusan Pengadilan. Untuk melengkapi data tersebut, dilakukan wawancara 

kepada hakim dan panitera berkenaan dengan Penjatuhan talak dalam putusan 

Pengadilan Agama terhadap cerai gugat.   

2. Sifat Penelitian 

Deskriptif-analitik yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 

mengungkap masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga 

bersifat benar dan menemukan jawaban.  

3. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan Normatif-Yuridis. Tujuannya untuk menerapkan hukum 

sebagai Norma, Kaidah, Asas atau Dogma-dogma yang bersumber pada Kitab 

fiqh klasik, Perundang-undangan Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 7 

tahun 1989 dan PP No. 9 Tahun 1975. Pendekatan Normatif-Yuridis dijadikan 
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sebagai landasan serta pijakan dalam berfikir untuk melihat putusan hakim dalam 

perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari sudah sesuai dengan ajaran 

Islam apa belum.   

4. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian adalah sumber utama dalam penelitian, yaitu memiliki data 

mengenai variabel-variabel yang diteliti.
18

 Dalam hal ini, yang dimaksudkan 

terhadap subjek penelitian mencakup sumber data, dimana peneliti dapat 

memperolehnya di lembaga tersebut, dan juga manajerial yang ada di dalam 

lembaga tersebut yang meliputi Hakim dan panitera di Pengadilan Agama 

Wonosari. Berkenaan dengan perkara cerai gugat dalam fikih klasik serta 

bagaimana prakteknya terhadap perkara cerai gugat yang diputuskan di 

Pengadilan Agama Wonosari. 

b. Objek Penelitian 

Objek Penelitain adalah hal yang menjadi pokok perhatian dari suatu 

penelitian.
19

 Objek penelitian ini adalah proses hukum cerai gugat yang pada 

putusannya menetapkan talak bain dan talak khul‟i dalam Pengadilan Agama 

Wonosari, dimana dalam proses hukum cerai gugat, hakim dalam 

pertimbangannya melihat sifat atau keadaan yang menjadi alasan pengajuan 

gugatan perceraian tersebut. 

 

                                                             
18

 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34.  
19 Suharsimi Arukunto, Prosedur Penelitian Suatu Pengantar, (Jakarta: Bina Aksara, 

1989), hal. 91.  
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5. Sumber Data  

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli 

atau pertama,  data primer harus secara langsung kita ambil dari sumber aslinya 

melalui narasumber yang tepat dan kita jadikan respon dalam penelitian. 

Dalam pengumpulan data primer ini penulis menggunakan Putusan Hakim 

Pengadilan Agama Wonosari terhadap perkara cerai gugat yang terjadi pada 

tahun 2014-2015. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data tangan kedua, maksudnya adalah data yang 

diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung di dapatkan oleh peneliti dari 

subjek penelitiannya.
20

 Data sekunder yang didapatkan oleh peneliti mencakup 

beberapa literatur dan dokumentasi dari Lembaga terkait, yaitu Pengadilan 

Agama Wonosari.  

6. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan.
21

 Agar mudah memperoleh data yang cukup 

dan sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti 

menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang mana diharapkan satu 

sama lainnya saling melengkapi, adapun metode tersebut sebagai berikut : 

 

 

                                                             
20 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, hal. 91.  
21 Ahmad Tanzeh, Penghantar Metodologi Penelitian, Cet. 1, (Yogyakarta: Teras, 2009), 

hal. 57.  
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a. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus 

penelitian seperti, dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang dianggap dapat 

memberikan masukan atau mendukung penelitian.
22

 Mengumpulkan data-data 

dari sumber utama yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian yaitu 

dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan 

Agama dalam perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosari. 

Sebagaimana kasusnya yaitu 1). Putusan 0750/Pdt.G/2015/PA.Wno, 2). 

Putusan 0962/Pdt.G/2015/PA.Wno, 3). Putusan 0803/Pdt.G/2015/PA.Wno. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan 

yang bertujuan memperoleh informasi.
23

 Dalam melakukan wawancara, 

peneliti akan melakukan beberapa hal yaitu menyeleksi pertanyaaan yang akan 

diajukan dan mencatat hasil wawancara serta menyusun ulang hasil 

wawancara. Melakukan pembicaraan dengan hakim atau pegawai yang 

memiliki pengetahuan tentang Putusan Pengadilan Agama Wonosari pada 

perkara Cerai Gugat yaitu Hakim Pengadilan Agama Wonosari ibu Endang Sri 

Hartataik dan Panitera Muda Hukum bapak Muslih.  Adapun alat yang 

digunakan untuk mendukung alat teknik pengumpulan data jenis ini adalah 

pedoman wawancara.   

 

 

                                                             
22 Ibid   
23 S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Cet. 8, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2006), hal. 133.  



18 

 

 

7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi Data artinya sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang kasar yang 

muncul dari catatan lapangan.
24

 Dari pengamatan lapangan dan wawancara 

ditemukan data sedemikan banyak, kompleks dan rumit. Data tersebut 

didapatkan terkait jejak wawancara, profil Pengadilan Agama, data organisasi, 

jejak pendapat dan wawancara dilakukan melalui Hakim Pengadilan Agama 

yaitu ibu Endang Sri Hartataik dan Panitera Muda bapak Muslih. 

Namun, keseluruhan data yang telah terkumpul pada penelitian belum 

tertata secara rapidan sistematis. Sehingga dibutuhkan reduksi data agar 

penulis dapat memilih data yang dianggap relevan bagi penulis penelitian. 

b. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data. 

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.
25

 Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam 

penelitian yang dilakukan, data disajikan secara sistematis berbentuk uraian 

singkat. Dengan demikian, tercapainya proses penyajian data yang runtut dan 

                                                             
24 Munawaroh, Metode Penelitian, (Malang: Intimedia, 2012), hal. 85.  
25 Ibid  
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sistematis sangat membantu peneliti dalam menarik kesimpulan tentang 

Putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang Cerai Gugat.   

c. Penarikan Kesimpulan  

Langkah akhir dalam penelitian adalah proses penarikan kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih sifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat guna mendukung pada tahap pengambilan data.
26

 

Penelitian ini akan menjelaskan tentang alasan hakim dalam memutusakan 

perkara cerai gugat serta terjadinya perkembangan macam-macam talak pada 

Pengadilan Agma Wonosari. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam penyusunan tesis ini serta mendapatkan hasil 

penelitian yang sistematis, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri 

dari lima bab. Lima bab tersebut adalah  sebagai berikut: 

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar umum bagi 

keseluruhan pembahasan. Pada bab ini dikemukakan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka 

teoritik, metodologi pembahasan, sistematika pembahasan. Dalam bab ini 

tercakup metode penelitian yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan 

yang didukung pula oleh teori-teori dari berbagai literatur. Metode penelitian 

dalam penelitian ini terdiri dari jenis dan sifat penelitian yang digunakan, metode 

pengumpulan data dan analisis data.  

                                                             
26 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D, (Bandung: Alfabeta, 

2012), hal. 142.  
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Bab kedua, dikemukakan tentang tinjauan umum mengenai konsep fiqih 

dan Undang-Undang atau peraturan lain yang berlaku di Indonesia terhadap cerai 

talak, khulu‟, alasan-alasan perceraian, persyaratan dan akibat hukum dari cerai 

gugat serta sumber hukum formal perceraian.  

Bab ketiga, menguraikan secara jelas seluruh hasil temuan di lapangan 

yang berkenaan dengan putusan Pengadilan Agama Wonosari. Pembahasan pada 

bab ini berkaitan dengan gambaran umum Pengadilan Agama Wonosari, Tugas, 

Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama serta perkara cerai gugat di 

Pengadilan Agama Wonosari.  

Bab keempat, memuat analisis terhadap penelitian yang telah dilaksanakan 

mengenai  bunyi amar putusan pengadilan terhadap cerai gugat pada putusan 

nomor : 1). Putusan 0750/Pdt.G/2015/PA.Wno, 2). Putusan 

0962/Pdt.G/2015/PA.Wno, 3). Putusan 0803/Pdt.G/2015/PA.Wno. 

Bab kelima, berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya. Disamping itu juga 

dikemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan cerai gugat.  
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 BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian singkat serta melalui pembahasan-pembahasan di atas, ada 

baiknya penulis kemukakan kesimpulannya yaitu :  

1. Pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan 

talak satu bain sughra selain dari hakim telah mendengarkan dan melihat 

alasan penggugat serta keterangan saksi-saksi ialah pertama, PP No. 9 Tahun 

1975 pasal 19 f atau Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f dikarenakan 

suami ringan tangan/ KDRT, perselingkuhan, atau suami tidak memberi 

nafkah kepada isteri. Kedua, PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 b atau Kompilasi 

Hukum Islam pasal 116 huruf b disebabkan karena suami meninggalkan isteri 

selama 2 tahun berturut-turut tanpa pemberian nafkah. Sedangkan dasar 

hukum yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan talak satu khul’i ialah 

pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dikarenakan suami melanggar 

taklik talak serta pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa penggugat 

tidak rela jika pernikahan berlarut-larut maka akan mengakibatkan 

kemadharatan bagi penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari 

Tergugat merupakan solusi terbaik daripada tetap mempertahankan 

perkawinan. 

113 
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2. Pergeseran paradigma (shifting paradigm) terhadap cerai gugat yang telah 

mengalami komparasi dari fiqh klasik ke Undang-undang perkawinan di 

Indonesia melahirkan sebuah konsep cerai gugat yang dapat penulis 

simpulkan menjadi tiga bagian, pertama : Segi alasan, a) talak bain sughra 

jatuh dikarenakan alasan suami ringan tangan/ KDRT, perselingkuhan, serta 

suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut; b) talak satu khul’i 

jatuh disebabkan karena alasan suami melanggar taklik talak yang 

diucapkannya ketika akad nikah. Kedua, Segi pembayaran iwadh, a) talak 

bain sughra tidak ada ketentuan membayar iwadh; b) talak satu khul’i wajib 

membayar iwadh. Ketiga, Segi kesaksian, a) talak bain sughra kesaksiannya 

dari pihak keluarga jika alasannya karena pertengkaran, perselisihan atau 

KDRT, sedangkan kesaksian dari tetangga karena alasan suami meninggalkan 

isteri selama 2 tahun berturut-turut tanpa pemberian nafkah; b) talak satu 

khul’i kesaksiannya dari orang lain atau tetangga.         

3. Cerai gugat Indonesia dengan memiliki berbagai karakteristiknya seperti 

adanya pilihan antara iwadh dan tanpa iwadh, ini semua tidak lepas dari suatu 

hukum yang selalu memandang terhadap sosial masyarakat serta putusan 

hakim yang selalu menjadi alat atau sarana rekayasa sosial, hal ini dapat 

melahirkan sebuah kelompok masyarakat yang lebih sejahtera dengan lebih 

mengutamakan gender equality serta keadilan dalam kehidupan sehari-hari.  
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B. Saran-saran 

Untuk penelitian selanjutnya, terhadap para praktisi hukum, khususnya dan 

pemerhati perkembangan hukum Islam, dengan melihat keadaan masyarakat pada 

saat sekarang ini, maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan, yaitu : 

1. Seorang hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya hendaknya tidak 

hanya bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi juga berupaya 

melakukan penafsiran, menemukan serta menciptakan hukum baru jika 

dirasa perlu, agar hukum dan keadilan benar-benar dapat ditegakkan dan 

dipatuhi di negara ini. 

2. Agar dilakukan amandemen kembali terhadap Kompilasi Hukum Islam 

khususnya pada penjelasan talak satu khul’i yang dirasa penulis masih belum 

ada. 

3. Diharapkan kepada peneliti lainnya untuk meneruskan kajian-kajian serupa 

dalam kasus-kasus yang dirasa belum di bahas dalam penelitian ini.    
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 0962/Pdt.G/2015/PA.Wno

بـســــــم الله الر حـمـن الر حـــــيم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

      Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara 

tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, 

pendidikan SMK, tempat tinggal di Kabupaten 

Gunungkidul; -------------------------------------------

L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan 

SMA, tempat tinggal di Kabupaten 

Gunungkidul;------------------------------------------- -

Pengadilan Agama tersebut ; --------------------------------------------------------------------

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; ----------------------------------------

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat 

bukti di persidangan ; -----------------------------------------------------------------------------

TENTANG DUDUK PERKARANYA

      Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 

Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari 

Nomor 0962/Pdt.G/2015/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Urusan Agama Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta 

Nikah Nomor;-) ; --------------------------------

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat 

tinggal bersama di rumah kontrakan di Pamulang, Tangerang kurang lebih 

selama 7 bulan ; ------------------------------------------------------------------------------- 

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah 

melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum 

dikaruniai  keturunan ; ------------------------------------------------------------------------

4. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah 

kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat 

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan 

Tergugat tidak menentu dan tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada 

Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga 

bersama ; ---------------------------------------------------------------------------------------

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan 

Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2014, yang 

akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Yaitu Penggugat dan 

Tergugat pulang dan tinggal di rumah orangtua masing-masing dengan alamat 

sebagaimana tersebut di atas ; --------------------------------------------------------------

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini ; -------------------------------------------------------------------------------------

       Bahwa berdasarkan  alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Wonosari  segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang 

selanjutnya menjatuhkan  putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
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PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; ------------------------------------------------------

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat; ----

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ; -----------------------------------

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

    Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat 

hadir in person dan oleh Majelis telah diupayakan perdamaian serta diperintahkan 

kepada pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan menunda 

persidangan secara cukup, namun tidak berhasil ; ----------------------------

        Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian dan proses mediasi yang 

dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam 

persidangan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya 

tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan  ; ----------------------------

Menimbang bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang 

pada inti pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Tergugat mengakui sebagai suami Penggugat ; ---------------------------------

- bahwa Tergugat mengakui setelah menikah, membina rumah tangga di rumah 

kontrakan di Tangerang selama 7 bulan ; ---------------------------------------------------

- bahwa Tergugat mengakui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran ; --------------------------------------------------------------

- bahwa Tergugat membantah pertengkaran terjadi karena masalah nafkah 

dengan mendalilkan bahwa selama ini sudah berusaha memenuhi kebutuhan 

rumah tangga bersama ; -----------------------------------------------------------------------
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- bahwa Tergugat mengakui semenjak bulan Agustus 2014 telah berpisah tempat 

kediaman dengan Penggugat karena Penggugat tinggal di Serang Banten ; ------

- bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat ; ------

         Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti  surat, berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor ;-atas nama Penggugat yang dikeluarkan 

Kepala Desa Giricahyo  Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkdul  

tanggal 26-08-2015  yang telah dimeterai secukupnya, lalu diberi tanda P.1 ; 

------------------------------------

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari, Kabupaten 

Gunungkidul Nomor ;- yang telah dimeterai secukupnya dan setelah 

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 ; 

--------------------------------------------------------------------------

Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga 

telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di 

Kabupaten Gunungkidul yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan 

yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

• bahwa Saksi menerangkan sebagai Ayah kandung Penggugat dan 

mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai 

suami istri ; ---------------------------------------------------------------------------------
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• bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina 

rumah tangga di rumah kontgrakan di Pamulang Tangerang selama 7 bulan ; 

---------------------------------------------------------------------------

• bahwa Saksi mengetahui semenjak bulan Agustus 2014, antara Penggugat 

dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman ; ------------------------------

• bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah 

Penggugat karena Penggugat sebelum menikah sudah mempunyai rumah di 

Serang Banten ; ------------------------------------------------------------------------

• bahwa Saksi mengetahui sebelum berpisah antara Penggugat dengan 

Tergugat terjadi pertengkaran karena masalah nafkah ; -------------------------

• bahwa Saksi menerangkan mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh 

Penggugat ; -----------------------------------------------------------------------------------

• bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat kediaman, Tergugat tidak 

memberikan jaminan nafkah untuk Penggugat ; -----------------------------

• bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat kediaman antara Penggugat 

dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ; -------------------------

• bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan 

Tergugat namun tidak berhasil ; --------------------------------------------

• bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan 

Tergugat ; -------------------------------------------------------------------------------------

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di 

Kabupaten Gunungkidul yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan 

yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• bahwa Saksi menerangkan sebagai Saudara kandung Tergugat dan 

mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai 

suami istri ; ------------------------------------------------------------------------------------

• bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina 

rumah tangga di rumah kontrakan di Pamulang Tangerang ; ------

• bahwa Saksi mengetahui semenjak bulan Agustus 2014, antara Penggugat 

dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman ; ------------------------------

• bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah 

Penggugat karena memilih tinggal di Serang Banten ; ----------------------------

• bahwa Saksi menerangkan mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh 

Tergugat ; -----------------------------------------------------------------------------------

• bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat kediaman antara Penggugat 

dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ; -------------------------

• bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan 

Tergugat namun tidak berhasil ; --------------------------------------------

• bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan 

Tergugat ; -------------------------------------------------------------------------------------

         Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara 

lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatan yang diajukan sedangkan 

Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat dan  

selanjutnya masing-masing pihak mohon putusan ; ----------------------------------------

         Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal 

ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -------------------------------------------
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TENTANG HUKUMNYA

         Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas ; -------------------------------------------------------------------

         Menimbang bahwa Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah 

mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Penggugat kembali 

hidup rukun dengan Tergugat dan kepada pihak berperkara telah diperintahkan 

untuk menempuh proses mediasi, sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2008 

dengan Mediator Drs. Mudara, MSI. akan tetapi tidak berhasil sebagaimana 

laporan hasil mediasi tertanggal 15 September 2015 ; ------------------------------------

         Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan 

Domisili, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan 

Agama Wonosari, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 

Tahun 1989, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Wonosari ; ------

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah, oleh 

karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian 

yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara 

Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada 

tanggal 15 Januari 2014 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di KUA 

Kec. Purwosari kabupaten Gunungkidul dan selama pernikahan belum pernah 

terjadi perceraian ; -----------------------------------------------------------------------------------

         Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan rumah 

tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 
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pertengkaran karena Tergugat mempunyai banyak hutang dan semenjak bulan 

Agustus 2014 telah berpisah tempat kediaman ; --------------------------------------------

         Menimbang bahwa terhadap gugatan a quo, oleh karena gugatan 

Penggugat didalilkan pada perselisihan dan pertengkaran, maka oleh Majelis 

Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor : 9 

tahun 1975 sebagaimana terurai di bawah ini ; ----------------------------------------------

         Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah 

menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

• bahwa pada acara pemeriksaan, Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan 

Penggugat sepanjang terkait dengan pertengkaran dan perpisahan, 

pengakuan mana diberikan dengan klausula berupa bantahan bahwa selama 

ini Tergugat telah berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga ; ----------------

• bahwa masing-masing alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah ternyata 

menguatkan dalil gugatan Penggugat sepanjang terkait dengan pertengkaran 

dan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat ; ---------------------------------

         Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, oleh Majelis akan 

dipertimbangkan hal-hal sebagaima terurai dibawah ini ; ---------------------------------

         Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan pengakuan 

perihal adanya pertengkaran dan perpisahan, pengakuan mana diberikan dengan 

klausula yang sedemikian rupa sifatnya, namun klausula pengakuan Tergugat 

dimaksud tidak mengurangi fakta pokok adanya pertengkaran dalam rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat serta dengan pertimbangan bahwa, alat bukti 
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saksi yang diajukan oleh penggugat, masing-masing Suharyadi Siswanto bin 

Karsowiyono dan Suparno bin Siswo Hadi Mujono, telah ternyata memenuhi 

syarat formil dan materiil kesaksian dan memenuhi unsur sebagai saksi keluarga 

dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) PP 

Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab, terdapat unsur kesesuaian antara 

keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang 

memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, terdapat fakta hukum yang cukup 

untuk menyatakan terbukti, bahwa semenjak bulan Agustus tahun 2014, antara 

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman setelah sebelumnya 

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; -----------

         Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan keterangan 

saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, bahwa selama berpisah tempat 

kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, fakta 

mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa simpul-simpul tali 

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lepas terurai dan rumah 

tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang 

sedemikian rupa sifatnya serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada 

harapan untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki 

dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) 

Undang-undang nomor : 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud ; ---------------------       

          Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana 

tersebut di atas, serta dengan pertimbangan bahwa, seluruh upaya damai yang 
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dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, 

proses mediasi dari Hakim Mediator, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, 

yang seluruhnya menunjukkan fakta, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat 

tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri, maka 

Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan 

perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan 

madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah 

beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 

tahun 1975 dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ; --------

          Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga 

menemukan fakta, bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara 

Penggugat dengan Tergugat adalah tidak adanya kecocokan antara Penggugat 

dengan Tergugat dalam hal penentuan tempat tinggal bersama, faktor penyebab 

mana menurut penilaian Majelis, betul-betul sangat prinsipiil dan berpengaruh 

terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ; -

          Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari 

Kitab Fiqhu-assunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi : 

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان 
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن 

الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة----

Artinya : “ Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim 
berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau 
pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi 
dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan 
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan 
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rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, 
maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain” ; ------------------

          Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi 

atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro ; ----------------------------------------

          Menimbang bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada rumusan pasal 84 

ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan 

Agama Wonosari akan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan 

perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah 

KUA Kec. Purwosari kabupaten Gunungkidul ; ----------------------------------------------

          Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 

tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada 

Penggugat ; --------------------------------------------------------------------------------------------

          Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum 

syar’i dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ; ---------------

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ; ---------------------------------------------------------

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat  (terhadap Penggugat; 

----------------------------------------------------------------------------------

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk 

mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap 

kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan  Purwosari Kabupaten 

Gunungkidul ; -----------------------------------------------------------------------------------
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara 

yang hingga kini dihitung  sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu 

ribu upiah) ; -------------------------------------------------------------------------------------

     Demikian putusan ini dijatuhkan  pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 M. 

bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1436 H., dalam rapat permusyawaratan 

Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum. sebagai  Ketua 

Majelis, Drs. Sarbini, MH. dan Latifah Setyawati, SH., M.Hum. masing-masing 

sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu 

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para 

Hakim Anggota tersebut dan Bambang Hariyanto, SHI. sebagai panitera 

Pengganti dan dihadiri oleh  Penggugat dan Tergugat. 

Ketua  Majelis

 

Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum.
Hakim Anggota I Hakim  Anggota II

Drs. Sarbini, MH. Latifah Setyawati, SH., M.Hum.
Panitera Pengganti

Bambang Hariyanto, SHI.

     

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran      : Rp.   30.000,-

2. Biaya P3                     : Rp.   60.000,-
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3. Biaya Panggilan          : Rp. 230.000,-

4. Biaya Redaksi             : Rp.     5.000,-

5. Biaya Meterai              : Rp.     6.000,-

   Jumlah                           Rp. 331.000,-

   (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
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